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Perjalanan politik Masyumi - sgjak didirikan padatangga 7 Nopember 1945 sampai dibubarkan pada tahun
1960 -- penuh dengan dinamika, baik di dalam internal Masyumi sendiri maupun ketika berhubungan
dengan partai politik dan Presiden Sukarno. Hubungan Masyumi dengan Presiden Sukarno misalnya, pernah
juga mengalami hubungan yang harmonis, terutama pada masa revolusi. Hubungan itu mengalami
pergeseran hingga menjurus kepada konflik. Konflik antara Sukarno dengan Masyumi semakin tgjam,
terutama sejak adanya keinginan Sukarno mengubur partai politik pada bulan Oktober 1956, dan Konsepsi
Presiden pada tahun 1957. Konflik terus berlanjut hingga masa Demokrasi Terpimpin.

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dimulai segjak keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Keluarnya Dekrit
tersebut semakin memperkuat dan memperbesar kekuasaan Sukarno di satu pihak, sementaradi pihak lain
semakin melemahkan posisi dan peran Masyumi sebagai partai politik. Bukan hanya peran politik Masyumi
yang semakin merosot, tetapi eksistensi Partai Masyumi pun diakhiri Sukarno melalui Keputusan Presiden
No. 200 tahun 1960.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Sukarno membubarkan Masyumi. Pertama, Sukarno ingin
merealisasikan pemikiran dan obsesinya yang sudah lama terkubur, terutama mengenai partai politik,
demokrasi dan revolusi. Kesimpulan ini didasarkan atas beberapa pernyataan dan pemikiran Sukarno yang
sudah berkembang sejak masa pergerakan nasional sampai masa awal Demokrasi Terpimpin. Kesatu, sgjak
masa pergerakan nasional Sukarno menginginkan partai politik cukup satu. Bahkan pada bulan Oktober
1956 Sukarno menyatakan partai politik adalah penyakit, sehingga hams dikubur. Kedua, Sukarno
menginginkan demokrasi yang diterapkan adalah Democratisch-centralisme, yakni suatu demokrasi yang
memberi kekuasaan pada pucuk pimpinan buat menghukum tiap penyelewengan, dan menendang bagian
partai yang membahayakan massa.

Konsep ini disampaikan Sukarno pada tahun 1933. Konsep ini kemudian Sukarno terapkan pada masa
Demokrasi Terpimpin. Ketiga, Sukarno berkeyakinan revolus belum selesai. Setiap revolusi mempunyai
musuh. Dalam logikarevolusi hares ditarik garis yang tegas antara kawan dan lawan. Perilaku politik
Sukarno pada masa Demokrasi Terpimpin - menurut Bernhard Dahm -- dipengaruhi oleh sifat-sifat yang
dimiliki tokoh Bima dalam cerita pewayangan, seperti sifat Bima yang tidak mengenal kompromi dengan
lawan yang datang dari luar keluarganya.

Faktor kedua, adanya konflik yang berkepanjangan antara Sukarno dengan Masyumi. Konflik itu mulai
muncul ketika Perdana Menteri M. Natsir menolak usul Presiden Sukarno tentang cara penyelesaian Irian
Barat. Selain itu, Natsir juga mengingatkan Presiden Sukarno supaya jangan mencampuri urusan
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pemerintah, dan kalau Sukarno terus-terusan mencampuri kebijaksanaan pemerintah maka perdana menteri
bisa menangkapnya. Kasus ini menimbulkan dendam pribadi Sukarno kepada M. Natsir. Selain dendam
pribadi, Sukarno juga menyimpan dendam sejarah kepada Partai Masyumi. Partai Masyumi seringkali
mengkritisi dan menentang gagasan dan kebijaksanaan Sukarno. Adanya penentangan dan perlawanan
Masyumi yang tidak putus-putusnya kepada Presiden Sukamo yang semakin mendorong dan meyakinkan
Sukarno untuk membubarkan Masyumi. Faktor ketiga adalah untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan
Demokrasi Terpimpin dan melestarikan kekuasaannya. Sukamokhawatir kalau Masyumi tetap dibiarkan
hidup, maka akan mengancam kekuasaannya, dan menghambat jalannya Demokrasi Terpimpin.

Dengan demikian, Masyumi dibubarkan bukan karenaterlibat PRRI. Hal ini diakui sendiri oleh Sukarno
kepada Bernhard Dahm pada tahun 1966. Sukarno mengatakan tidak dapat menyalahkan suatu partai karena
kesalahan beberapa orang. Kalau begitu, keluarnya K eputusan Presiden No. 200 tahun 1960 merupakan
bentuk sikap kesewenang-wenangan Sukarno terhadap Partai Masyurni.

Konflik Masyumi dengan Presiden Sukarno disebabkan beberapa hal. Pertama, masal ah kedudukan dan
kekuasaan dalam pemerintahan. Kedudukan dan kekuasaan Masyumi dalam pemerintahan sangat besar pada
masa Demokrasi Parlementer, sementara pengaruh dan kekuasaan Presiden Sukarno sangat kecil. Mengingat
kedudukan seperti itu, maka Presiden Sukarno ingin merebut kedudukan itu, dan terlibat secaralangsung
dalam pemerintahan. Sebab kedua, adanya perbedaan yang prinsipil mengenai demokrasi. Sukarno
menginginkan Demokrasi Terpimpin, sementara Masyumi menolak dan menentang Demokrasi Terpimpin.
Sebab ketiga, adanya perbedaan ideologi. Presiden Sukarno menggalang kerjasama dengan PK1 yang
berhaluan komunis.

Sementara itu, Partai Masyumi mempunyai ideologi 1slam yang tidak mau bekerjasama dengan PK1, dan
sangat kerns menentang komunisme. Adanya pcrbcdaaan ideologi antara PK1 dan Masyumi, berimplikasi
terhadap hubungan Masyumi dengan Presiden Sukarno. Sukarno lebih memilih PKI, dan konsekuensinya
Sukarno hams menyingkirkan Masyumi.

Usaha Sukarno untuk menyingkirkan Masyumi dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan
politik, dengan cara mengurangi dan menghilangkan peran politik Masyumi dalam pemerintahan dan
legedatif. Kedua, pendekatan hukum, dengan membuat beberapa peraturan yang menjurus kepada
pembubaran Partai Masyumi.

Partai Masyumi menghadapi Keputusan Presiden No. 200 tahun 1960 dengan dua cara. Pertama, Pimpinan
Partai Masyumi menyatakan Masyumi bubar, melalui suratnya No. 1801BNI-25/60 tanggal 13 September
1960. Partai Masyumi membubarkan diri untuk menghindari cap sebagai partai terlarang, dan korban yang
tidak perlu, baik terhadap anggota Masyumi dan keluarganya, maupun aset-aset Masyumi. Kedua,
menggugat Sukarno di pengadilan. Usaha Masyumi mencari keadilan di pengadilan menemui jalan buntu.
Kebuntuan itu terjadi karena adanyaintervensi Sukarno terhadap pengadilan.

Keputusan Pimpinan Partai Masyumi yang membubarkan diri, temyata bisa diterima anggota Masyumi.
Anggota Masyumi tidak melakukan pembangkangan terhadap Pimpinan Masyumi. Meskipun Partai



Masyumi sudah bubar secara material, namun di kalangan anggota Masyumi masih merasa Masyumi tetap
hidup dalam jiwa mereka. Oleh karenaitu, mereka tetap memandang para pemimpin mantan Masyumi
sebagal pemimpin mereka. Dengan demikian, pernyataan Faith mengenai sifat Bapakisme dalam
kepemimpinan partai di Indonesia terbukti, setidaknya untuk kasus Partai Masyumi.



